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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses 

pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan 

tujuan nasional. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai rangkaian 

upaya pembangunan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. 

Dalam mengimplementasikan pembangunan nasional senantiasa mengacu pada 

kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan 

bangsa yang berdaulat (Hasan, 2012). 

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut 

untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski 

begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer 

dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah  Daerah 

untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah ”dilaporkan” 

di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan 

publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006). 

A. Latar Belakang 
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Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen 

penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada 

pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun jenis-jenis pendapatan yang 

diklasifikasikan sebagai PAD kabupaten/kota adalah pajak daerah, hasil 

pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

Menurut Bastian (2003:84), Dana Alokasi Umum adalah dana 

perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar- 

daerah. Sedangkan menurut Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum adalah dana 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan 

Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Dana Alokasi Khusus, selanjutnya 

disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
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kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. 

Menurut Halim (2002:68), Belanja daerah adalah semua pengeluaran 

pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Sedangkan menurut Undang-

Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja 

daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas 

umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah 

dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

daerah. 1) Belanja Tidak Langsung (BTL). Kelompok BTL adalah merupakan 

belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 2) Belanja 

Langsung (BL). Kelompok BL adalah merupakan belanja yang dianggarkan 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul: 

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA 

ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 

TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI 

JAWA TENGAH” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisa Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah? 

2. Menganalisa Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah? 

3. Menganalisa Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, antara 

lain : 

1. Bagi Pemerintah  

Diharapakan penelitian ini memberikan masukan mengenai 

pengembangan atas peningkatan PAD, dengan demikian dimasa 

mendatang daerah otonom dapat mengembangkan dan membangun 

daerahnya dengan sumber pendanan dan hasil kekayaan daerah masing-

masing. Diharapkan konsep desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud 

secepatnya. 
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2. Bagi Penulis 

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah 

pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi serta 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

beserta pengelolaan keuangan daerah, dan kaitanya dengan pembangunan 

daerah sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi. 

3. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan 

rujukan dan refrensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang 

DAU, DAK dan PAD terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik 

yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan. 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu 

dengan bab yang lain dan disusun secara terperinci untuk memberikan gambaran 

dan mempermudah pembahasan. Sistematika dari masing-masing bab dapat 

diperinci sebagai berikut:   

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah mengenai sebab-sebab dilakukannya penelitian 

ini. Bab ini juga membahas pengertian dari perataan laba. Dengan latar 

belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya 

dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga 

membahas penelitian terdahulu. Landasan teori dan penelitian terdahulu 

selanjutnya digunakan untuk membentuk kerangka teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini 

adalah tentang populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis 

dan metode pengumpulan data, variable penelitian dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah 

dikumpulkan, dan pembahasan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

dengan data hasil analisis pada penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini, yang berisi kesimpulan 

dari penelitian yang sudah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


